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  Tuntutan Perbendaharaan dan 
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Kepada Yth 
Sdr. Sekretaris Jenderal  
Departemen Perhubungan 
di – 
J A K A R T A 
 
 
Berkenaan dengan surat Saudara Sekretaris Jenderal No. K.U. 403/11/2 PHB-1987 
tanggal 28 Desember 1987 perihal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan tanggapan 
sebagai berikut :l  
1 SK. Menteri Perhubungan Nomor : KM.264IKU.482IPHB-1987 tanggal 4 Desember 

1987 mengenai Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi di lingkungan Departemen Perhubungan merupakan langkah yang baik 
dalam mengatur pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di 
lingkungan Departemen Perhubungan.  

2 Aturan tersebut dimaksudkan pula berlaku pada PERJAN, PERUM dan PERSERO di 
lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana tertuang pada BAB IV ketentuan 
lain-lain pasal 66 sampai dengan 70.  
Khusus untuk ketentuan dalam Bab IV tersebut perlu dikomentari sebagai berikut :  
1) Tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan di lingkungan PERJAN dan 

PERUM dapat dilakukan menurut prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh 
Direksi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan, seperti diatur 
dalam SK Menteri Perhubungan Nomor KM. 264/KU. 402/PHB-87 tanggal 4 
Desember 1987,  pasal 67.  
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-
undang Perusahaan Indonesia (IBW} dan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang No19 tahun 1960 untuk Perum tuntutan ganti rugi bagi pegawai 
negeri dan tuntutan perbendaharaan bagi bendaharawan telah dapat dipakai 
sebagai dasar tuntutan kepada pegawai dan bendaharaan pada PERJAN dan 
PERUM dengan pertimbangan :  
(1) pasal 24 ayat (3) Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) telah 

memberlakukan ketentuan tentang tuntutan perbendaharaan bagi 
bendaharawan perusahaan.  
Sedangkan pasal 3 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) 
menyatakan bahwa sepanjang tidak ada penyimpangan yang diatur dengan 
Undang-undang Perusahaan Indonesia, Undang-undang Perbendaharaan Indo- 
nesia (ICW) berlaku bagi Perusahaan-perusahaan Negara. Dengan demikian 
aturan tentang tuntutan ganti rugi pegawai negeri dalam ICW berlaku bagi 
pegawai PERJAN.  

(2) pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang:-
undang Nomor 19 tahun 1960 telah memberlakukan ketentuan tentang 
tuntutan ganti rugi bagi pegawai negeri dan ketentuan tentang tuntutan per- 
bendaharaan kepada pegawai perusahaan dan bendaharawan perusahaan pada 
Perusahaan Umum.  

Oleh karena itu menurut hemat kami pasal 67 tersebut seyogyanya dirubah 
sehingga materinya mengatur bahwa ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan 
tuntutan perbendaharaan pada SK. Menteri Perhubungan tersebut berlaku 
sepenuhnya bagi pegawai dan bagi bendaharawan pada PERJAN dan PERUM.  

2) Sesuai dengan lampiran pada Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 1973 
(disempurnakan) pasal 1 ayat (1) dan (2), dan 9, serta pasal 10, Menteri teknis 



 

 

telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan secara terus 
menerus untuk melakukan pembinaan kepada Persero.  
Dengan demikian sesuai dengan Instruksi Presiden tersebut Menteri Perhubungan 
dapat menetapkan prosedur dan tata cara tuntutan ganti rugi maupun tuntutan 
perbendaharaan Persero. Ada baiknya prosedur dengan tata cara inidikonsul- 
tasikan dengan Menteri Keuangan:  

3) Mengenai pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di 
lingkungan BUMN pada Departemen Perhubung- an sesuai dengan SK. Menteri 
Perhubungan Nomor : 264/KU. 402/PHB-1987 pasal 69 seyogyanya dirubah 
sebagai berikut : "Tindak lanjut pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Sekretaris 
Jenderal".  

1. Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga.  
Dalam Bab III Bagian kelima pasal 54 sampai dengan 56 SK. Menteri 
Perhubungan Nomor : KM.264/KU.402/PHB-1987 diatur tuntutan ganti rugi 
terhadap pihak ketiga.  
Menurut hemat kami, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi hanya 
ditujukan kepada bendaharawan dan pegawai negeri yang mempunyai ikatan 
tertentu dengan negara (hukum publik).  
Tuntutan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasar- kan ketentuan 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena sudah merupakan kasus 
perdata.  
Dengan demikian ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan 
dan penyelesaiannya tergantung pada upaya hukum dan keputusan pengadilan 
perdata. Meskipun demikian ketentuan tersebut dapat d1pakai sebagai upaya agar 
ada sikap hati-hati pihak ketiga.  
Menurut hemat kami ketentuan tersebut masih ada manfaatnya untuk 
dipertahankan.  

2. Di dalam keputusan Menteri Perhubungan tersebut antara lain pada pasal 25 ayat 
(4), pasal 28, dan pasal 29 diatur tindakan yang harus dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan.  
Hal tersebut kiranya tidak perlu menjadi materi yang harus di- atur dalam Surat 
Keputusan Menteri.  

Demikian beberapa hal yang kiranya dapat kami kemukakan sehubungan dengan SK. 
Menteri Perhubungan Nomor : KM.264/KU: 402/PHB-1987 tersebut.  
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.  
 

KEPALA , 
BADANPENGAWASAN KEUANGAN 

DAN PEMBANGUNAN 
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Drs. G A N D H I  
N I P. 060006034 

 
Tembusan Yth. :  
1. Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah BPKP di Jakarta;  
2. Kepala Biro Hukum BPKP di Jakarta.  
 
 


